GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. [|50/X1l/ 2028

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah ditetapkan
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor
Kpts.625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan dan Peta
Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau;

b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan
perangkat daerah yang tepat sasaran dan peningkatan
kualitas pelayanan publik serta mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas, maka Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.
625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,
perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6302);
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Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477),

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam J abatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1047);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan
Pelaksana Aparatur Sipil di Lingkungan Instasi Pemerintah;

15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita
Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan,
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun
2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
mempedomani aplikasi Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau.

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan
Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga
merupakan pedoman Perangkat Daerah untuk penataan bidang
kepegawaian dan penerapan sistem Kerja pada Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan
Gubernur Nomor: Kpts. 625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan
dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR
TANGGAL

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

A. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

KELAS (16)

JABATAN FUNGSIONAL

KELAS

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA

JUMLAH

]

STAF AHLI GUBERNUR

KPS |159/X W\ /2025
‘3Dgcember 2025

[

STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN DAN

STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN

HUKUM, POLITIK, KEMASYARAKATAN DAN N o .
SUMBER DAYA MANUSIA INFRASTRUKTUR KEUANGAN
KELAS (14) KELAS (14) KELAS (14)

[

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT

KELAS (15)

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
Lt OTONOMI DAERAH

KELAS (14)

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

KELAS (14)

KEPALA BIRO HUKUM

KELAS (14)

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

KELAS (15)

KELAS (15)

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

KEPALA BIRO ORGANISASI

KELAS (14)

—
KELAS (14)
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN
— JASA B

KEPALA BIRO UMUM

KELAS (14)

KELAS (14)

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

KELAS (14)

KELAS (14)

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Pekanbaru, Riau, 28156




J. DINAS SOSIAL

KEPALA
DINAS SOSIAL

KELAS (15)

JABATAN FUNGSIONAL KELAS K | +/-
PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA 1 s | 4 SEKRETARIS
PEKERJA SOSIAL AHLI MADYA 12 4| 2 KELAS (13]
PERENCANA AHLI MADYA 12 2| 2
KEPALA SUBBAGIAN
ARSIPARIS AHLI MADYA u Lil @ KEUANGAN, PERLENGKAPAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
JUMLAH 12 | -8
KELAS (9)
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA SUBBAGIAN
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PEMBERDAYAN SOSIAL PENANGANAN FAKIR MISKIN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
KELAS (11) KELAS (11) KELAS (11) KELAS (1) KELAS (9)
|—- KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL [— KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |—- KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UNIT PELAYANAN TEKNIS
(UPT)

COPY SESUAI ASLINYA
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J.1. PETA JABATAN SEKRETARIAT

KEPALA
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU
KELAS (15)
SEKRETARIS
KELAS (12)
KEPALA SUBBAGIAN KEPALA SUBBAGIAN 1 JABATAN FUNGSIONAL KELAS B K +f-
UM KEUANGAN, PERLENGKAPAN DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
KELAS (9) KELAS (9) ARSIPARIS AHLI MUDA 9 0 1 -1
L PERENCANA AHLI MUDA w [2]38]
- JABATAN FUNGSIONAL keLas | B | x| +/- JABATAN PELAKSANA kewas| B | K | +/-
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA s |o]|1]a
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA s [1]1]o PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 a |
PERENCANA AHLI PERTAMA 8 0
ARSIPARIS AHLI PERTAMA g o] 1] PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 5| 4 e =
ARSIPARIS PENYELIA g |o]1]a PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 6 1| =1
JABATAN PELAKSANA KELAS +/-
ARSIPARIS MAHIR 7 |o]1]a PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 s |3
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 lals|a
ARSIPARIS TERAMPIL 6 11 o JUMLAH 9 /18| -9
o P I PENGOLAH DATA DAN INFORMAST 6 o] 1]
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN s |of 1]
JABATAN PELAKSANA kewas| B | k | +/- vy P are s
PENELAAH TEKNIS KEBLJAKAN 7 1|1 ]o
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI 7 ) § 1 0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 | 3|6l -3
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 6 [1|1]o
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL s |1|1]o
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 |s]s]a
JUMLAH 12|16 ] -4
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J.2. PETA JABATAN BIDANG

KEPALA
DINAS SOSIAL

KELAS (15)

I

KEPALA BIDANG

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

KEPALA BIDANG
REHABILITASI SOSIAL

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAN SOSIAL

KEPALA BIDANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN

KELAS (11) KELAS (11) KELAS (11) KELAS (11)

- JABATAN FUNGSIONAL KELAS K +/- JABATAN FUNGSIONAL KELAS B K +/- JABATAN FUNGSIONAL KELAS K +/- JABATAN FUNGSIONAL KELAS K +/-
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA 10 3 0 PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA 10 3 4 -1 PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA 10 2 -1 PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA 10 1 0
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA 9 3 2 PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA 9 1 1 0 PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA 9 3 -1 PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA 9 3 2
PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA 8 4 -4 PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA 8 0 5 -5 PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA 8 2 -1 PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA 8 1 -1
PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA 8 3 -1 PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA 8 1 4 -3 PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA 8 6 -3 PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA 8 3 -1

JUMLAH 13 -7 JUMLAH 5 14 9 JUMLAH 13 6 JUMLAH 8 -4

] JABATAN PELAKSANA KELAS K +/- JABATAN PELAKSANA KELAS B K +/- JABATAN PELAKSANA KELAS K +/- JABATAN PELAKSANA KELAS K +/-
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 4 0 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 3 3 0 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 3 -1 :Zzﬁgﬁg‘%&i‘m@? DAN 7 1 0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 9 -4 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 5 5 0 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 6 -5 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 2 -1
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 6 2 0 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 6 7 -1 OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 5 3 0 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 6 -5
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 6 0 PENGELOLA UMUM OPERASIONAL 3 1 1 0 PENGELOLA UMUM OPERASIONAL 1 2 o PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 6 0

JUMLAH 21 -4 JUMLAH 15 16 -1 JUMLAH 14 6 JUMLAH 15 -6

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Pekanbaru, Riau, 28156
Telepon (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman : anjab.riau.go.id

COPY SESUAI

ASLINYA
BIRO ORGA' '5ASI




J.3. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA HUSNUL KHOTIMAH

KEPALA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA HUSNUL KHOTIMAH

KELAS (11)
JABATAN FUNGSIONAL KELAS | B | K | +/-
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA 10 0 1] -1
PENYULUH SOLSIAL AHLI MUDA 9 o 2] -2
JUMLAH ol 2] -2 KEPALA SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELAS (8)
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI JABATAN PELAKSANA KELAS| B | K
PELAYANAN SOSIAL PEMBINAAN SOSIAL
KELAS (9) KELAS (9] PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 1 1

JABATAN FUNGSIONAL

KELAS

+/-

PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA

PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA

JUMLAH

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

JUMLAH

JABATAN PELAKSANA

KELAS

+/-

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

PENGELOLA UMUM OPERASIONAL

JABATAN FUNGSIONAL KELAS K | +/-
PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA 8 1 0
PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA 8 2 -1
JUMLAH 1 0o
JABATAN PELAKSANA KELAS K | +/-
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 1 (o)
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 6 3 0
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 5 2 o
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL 1 2 (o)
JUMLAH 8 (o)

JUMLAH

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Pekanbaru, Riau, 28156
Telepon (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman : anjab.riau.go.id
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J.4. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN SOSIAL MARSUDI PUTRA TENGKU YUK

KEPALA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN SOSIAL MARSUDI PUTRA TENGKU YUK

KELAS (11)
JABATAN FUNGSIONAL KELAS| B | K | +/-
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA 10 o 1] -1
PENYULUH SOLSIAL AHLI MUDA 9 o|l2]-2
JUMLAH ol 2] -2
KEPALA SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELAS (8)
L
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI JABATAN PELAKSANA KELAS| B | K
REHABILITASI SOSIAL PROGRAM DAN ADVOKASI SOSIAL
KELAS (9) KELAS (9) PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 1] 1
I— PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 4| 4
] JABATAN FUNGSIONAL KELAS| B | K | +/- JABATAN PELAKSANA KELAS| B | K | +/- TOMLAT s | s
PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA 8 tl2]a PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 1 1]o
PENYULUH SOSIAL PERTAMA 8 1] 4]-3 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 1|l21]4
JUMLAH 2|16 | -4 JUMLAH 2|3 |
1 JABATAN PELAKSANA KELAS| B | K | +/-
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 1 1]o
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 1 1| o0
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 6 1 1 ]o
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 5 212 ]o0
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 414alo
JUMLAH 9|90 COPY SESUALASLINYA
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J.5. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PANTI SOSIAL PENGASUHAN ANAK SRI MUJINAB

KEPALA

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PANTI SOSIAL PENGASUHAN ANAK SRI MUJINAB

KELAS (11)

-

JABATAN FUNGSIONAL

KELAS | B

+/-

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA

PENYULUH SOLSIAL AHLI MUDA

JUMLAH

KEPALA SUBBAGIAN

TATA USAHA

KELAS (8)

KEPALA SEKSI
PELAYANAN SOSIAL

KEPALA SEKSI
PROGRAM DAN ADVOKASI SOSIAL

KELAS (9)

KELAS (9)

JABATAN PELAKSANA

KELAS

+/-

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

JABATAN FUNGSIONAL

KELAS

#f- JABATAN PELAKSANA KELAS| B K

+/-

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

JUMLAH

PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA

-1 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 i

PEKERJA SOSIAL PENYELIA

-2 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 0 2

PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA

-2 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 3

PEKERJA SOSIAL MAHIR

JUMLAH 4

JUMLAH

JABATAN PELAKSANA

KELAS

+/-

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

PENGELOLA UMUM OPERASIONAL

JUMLAH

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Pekanbaru, Riau, 28156
Telepon (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman : anjab.riau.go.id
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J.6. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BINA LARAS

KEPALA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BINA LARAS

KELAS (11)

[

JABATAN FUNGSIONAL KELAS | B | K | +/-
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA 10 ol 1]
PENYULUH SOLSIAL AHLI MUDA 9 o] z2]-2
JUMLAH o] 2] -2
KEPALA SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELAS (8)
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI |_ JABATAN PELAKSANA KELAS| B | K
REHABILITASI SOSIAL PROGRAM DAN ADVOKASI
KELAS (9) KELAS (0) PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 1 1
I_ PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 3]s
JABATAN FUNGSIONAL KELAs | B | K | +/- JABATAN PELAKSANA KELAS| B | K | +/- TOMILAL x| 2
PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA 8 v |2 |- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 of 1]
PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA 8 ifla]-2 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 o z2]-2
PEKERJA SOSIAL MAHIR 7 1|1]o PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 3|la3]o
PEKERJA SOSIAL TERAMPIL 6 1|1]o JUMLAH N
JUMLAH a|7]-3
JABATAN PELAKSANA KELAs | B | K | +/-
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 1|1]o
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 6 1|1]o
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 5 1| 2]
JUMLAH 3|4l

BIRO ORGA ‘ISASI

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Pekanbaru, Riau, 28156
Telepon (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman : anjab.riau.go.id.



J.7. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMBERDAYAN PENYANDANG DISABILITAS DAKSA

KEPALA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMBERDAYAN PENYANDANG DISABILITAS DAKSA

KELAS (11)

PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA 6 1 -1
JUMLAH 2 -2
JABATAN PELAKSANA KELAS K |+/-

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 1 0o
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 1 o
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 3 o)
JUMLAH 5 o

PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA 8 <1
JUMLAH 2
JABATAN PELAKSANA KELAS K | +/-
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 0
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 6 0
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 5 4
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 0
JUMLAH -1

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Pekanbaruy, Riau, 28156
Telepon (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman : anjab.riau.go.id

COPY SESUAI SLINYA
BIRO ORGAI'ISASI

JABATAN FUNGSIONAL KELAS| B | K | +/-
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA 10 1|1 ]o
PENYULUH SOLSIAL AHLI MUDA 9 o 21]-2
JUMLAH ol 2|2
KEPALA SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELAS (8)
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI JABATAN PELAKSANA KELAS| B | K | +/-
PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS PEMBINAAN SOSIAL
KELAS (9) KELAS (9) PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 of 1|1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 3|las]o
JABATAN FUNGSIONAL KELas| B | kK | +/- JABATAN PELAKSANA KELAS| B | K | +/- SONILAM 514 |
PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA 8 S| PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA 7 b P




AK.2. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) RIAU SCIENCE TECHNO PARK

KEPALA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) RIAU SCIENCE TECHNO PARK

KELAS (11)
KEPALA
SUBBAGIAN TATA USAHA
KELAS (8)
KEPALA KEPALA o JABATAN FUNGSIONAL KELAS B K -
SEKSI RISET INOVASI TEKNOLOGI SEKSI INKUBASI T OGI DAN BISNIS
P— Y PENELITI AHLI PERTAMA 8 o 1]
L JUMLAH 0 1 1
1 JABATAN FUNGSIONAL KELAS B K +/- JABATAN PELAKSANA KELAS B K +/-
1 JABATAN PELAKSANA KELAS B K +f-
PENELITI AHLI PERTAMA 8 0 1 1 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 1 3 -2
; PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 2120
JUMLAH o]t PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 o | 1|
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 0 4 -4
L PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 6 2 3 -1
JABATAN PELAKSANA ketas| B | K |+/-
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 5 21210
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 3 3 [o]
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 1] 3|2 /
A BE B A . .
v T OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL y s 2|22
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6 0 2 -2
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 3 faf
S EUOLE b e ) . )
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 5 2| s | o // 101 s
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5 23|
JUMLAH s || s

’

BIRO ORC, \NISASI
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